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Abstrak 

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 

dilaksanakan oleh Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk 

meningkatkan kesejahterannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika 

sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan 

Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan kehutanan. Bahwa dalam 

upaya percepatan perhutanan sosial sesuai dengan Pasal 245 Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

perhutanan sosial diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta memberikan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas 

kepada masyarakat Desa Hutan dan/atau Masyarakat Hutan Adat (MHA). 

Bahwa dalam pengelolaan hutan dengan mekanisme yang lama sangat 

memberatkan karena terdapat kewajiban menanam minyak kayu putih 

menyebabkan masyarakat keberatan karena berdampak pada berkuranganya 

jumlah hasil pertanian dan juga ketidakpastian jangka waktu tanam 

menyebabkan penggarap kadang bingung, dan seringkali terjadi konflik 

petani penggarap dengan Pihak keamanan hutan, yang disebabkan oleh 

tidak adanya kepastian hukum dalam  proses penggarapan atas tanah hutan. 

Kata Kunci : Percepatan, Perhutanan Sosial, Konflik. 

 

Abstract 

Social Forestry is a sustainable forest management system implemented in 

state forest areas or private forests/customary forests implemented by 

customary law communities as the main actors to improve their welfare, 

environmental balance and socio-cultural dynamics in the form of Village 

Forests, Community Forests, Community Plantation Forests, Customary 

Forest and Forestry Partnership. Whereas in an effort to accelerate social 

forestry in accordance with Article 245 of Government Regulation Number 

23 of 2021 concerning Forestry Administration. It is hoped that social 

forestry can help improve community welfare and provide empowerment 

and capacity building for Forest Village communities and/or Indigenous 

Forest Communities (MHA). That in forest management with the old 

mechanism it was very burdensome because there was an obligation to 

plant eucalyptus oil causing community objections because it had an impact 

on reducing the amount of agricultural produce and also the uncertainty of 

the planting period causing cultivators to sometimes be confused, and 

frequent conflicts between sharecroppers and forest security, which caused 

by the absence of legal certainty in the process of cultivating forest land. . 

Keywords: Acceleration, Social Forestry, Conflict. 

 


